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Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas maka kebijakan
Landreform Indonesia dengan program larangan kepemilikan tanah
pertanian secara absente atau guntai masih relevan untuk diberlakukan
hingga saat ini dengan menerapkan prinsip penegakan hukum yang tegas
yang diwujudkan dalam kebijakan pemerintahan itu sendiri dalam
kaitannya dengan program larangan kepemilikan tanah pertanian absente
atau guntai untuk tidak mendorong terlaksananya pemilikan tanah-tanah

pertanian absente.

. Dalam pelaksanaan program larangan kepemilikan tanah pertanian

secara absente atau guntai dalam kebijakan Landreform Indonesia dapat

ditemui berbagai hambatan sebagai berikut :

a. Adanya kepemilikan KTP ganda oleh orang yang memiliki tanah-
tanah absente yang jelas telah melanggar ketentuan KUHP

Indonesia namun hal ini sulit dilacak oleh pemerintah.

b. Kepemilikan tanah pertanian absente jelas dilarang oleh Undang-
undang karena menyebabkan tanah tersebut menjadi tidak dapat
dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak diperoleh hasil
pertanian yang dapat meningkatkan taraf hidup petani dan
keluarganya serta tidak dapat memberikan kontribusi bagi
produksi nasional. Ketentuan ini dapat dipatahkan bila ternyata
pemilik tanah pertanian absente tetap dapat mengerjakan tanah

pertaniannya itu meskipun berada di luar wilayah atau kecamatan

tanah yang bersangkutan.
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